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ABSTRACT 

Timor Gap (Celah Timor) became a conflict between Timor Leste and Australia after East Timor 

gain independence in 2002 as a country known as Timor Leste. Negotiation in 2002-2016 did not 

bear any solution regarding territorial boundaries in Timor Gap, in 2016 Timor Leste started 

another negotiation with Australia regarding maritime boundaries in Timor Gap, the negotiation 

then reached an agreement in 2018 with the signing of  Treaty Between the Democratic of Timor-

Leste dan Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea. Indonesia as 

neighbouring country that has direct boundaries with Timor Leste and Australia feels 

apprehensive about the effect of the Treaty to Indonesia Maritime Boundaries at the Timor Sea. 

Based on the background of the more manageable problem can be studied about UNCLOS 1982 

regarding the treaty and the how it affect maritime boundaries between Indonesia with Timor 

Leste and Australia at the Timor Sea. Research method used in this study is juridical normative 

method. Based on the result of the research can be concluded that the articles in the treaty is in 

compliance with Unclos article 74, article 75 section 1, article 83, article 84 section 1 and part 

XV regarding settlement of dispute. The treaty also didn’t have any effect on maritime 

boundaries between Indoensia with Timor Leste and Australia as mentioned in article 6 section 1 

treaty. It didn’t affect Indonesia because when establishing boundaries of continental shelf and 

economic exclusive zone between Timor Leste and Australia, the treaty on continental shelf 

boundaries between Indonesia and Australia in 1972 and maritime boundaries between Indonesia 

and Timor Leste that still in negotiation.     
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ABSTRAK 

Celah Timor menjadi permasahan antara Timor-Leste dan Australia setelah Timor-Timur 

memilih untuk merdeka tahun 2002 dan lebih dikenal dengan nama Timor-Leste. Memulai 

perundingan tahun 2002 -2016 dan tidak mencapai satu kesepakatan apapun mengenai batas 

wilayah di Celah Timor, kemudian pada tahun 2016 Timor-Leste memulai kembali perundingan 

mengenai batas wilayah laut di Celah Timor dengan Australia, perundingan ini mencapai kata 

sepakat pada tahun 2018 dengan ditandatanganinya Treaty Between the Democratic of Timor-

Leste dan Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea. Indonesia sebagai 

Negara yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan Australia mengkhawatirkan dampak 

yang ditimbulkan oleh Treaty tersebut terhadap batas wilayah laut Indonesia yang ada di Laut 

Timor. Berdasarkan latar belakang di atas permasalah yang dapat diteliti yaitu mengenai tinjauan 

UNCLOS 1982 terhadap Treaty tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap perbatasan laut 

antara Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia di Laut Timor. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwasanya pengaturan-pengaturan yang dimuat di dalam Treaty telah sesuai dengan pengaturan 

yang terdapat di dalam UNCLOS 1982 terutama Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84 

ayat (1) dan Bab XV UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa. kemudian Treaty tersebut 

tidak berdampak terhadap batas wilayah Laut antara Indonesia dengan Timor-Leste dan 

Australia sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Treaty, hal ini dikarenakan dalam 

penetapan batas landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif antara Timor-Leste dan Australia 

menimbang mengenai perjanjian batas landas kontinen Antara Indonesia dengan Australia di 

tahun 1972 dan batas wilayah laut Indonesia dengan Timor-Leste yang masih dalam tahap 

perundingan. 
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